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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi idependen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilthan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan
Keputusan Panitia Pemungutan suara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
periu menetapkan Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kabupaten Morowaii
tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa
Emea Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur Provinsi Suiawesi Tengah Tahun
2020;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomorl Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota menijadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetlapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Idependen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyeienggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Waki!
Gubernur, Bupati danWakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
{Berita Negara Repubiik indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana teiah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilinan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia



CATATAN : -

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suvara dan Keiompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020 {Berita Negara Republik Indonesia Tazhun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati dan/atau Waii Kota dan Wakii Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakii Gubernur, Bupati dan Wakii Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor & Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Waii Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/iif2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyeienggara Pemungutan Suara daiam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemiilihan Umum Nomor 476/PP.06.4/Kpt/03/KPU/X/2020 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/1I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunguian Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Waii Kota dan Wakil Wali Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 135/PP.04.2-
Kpt/7206/KPU-Kab/Xi/2020

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Emea
Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 23 November 2020
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